PUTUSAN
NOMOR:221/PID/2013/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :
Nama Lengkap : YUSUF, S.Pd., M.Si. Bin LATONGAN.
Tempat lahir - ¢ Pinrang.

Umur /Tgl Lahir : 43 Tahun/ 12 Desember 1968.

Jenis Kelamin :  Laki-laki.
Kebangsaan . Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Cimpu, Kecamatan Suli,

Kabupaten Luwu.

|
|
|

Agama - . Islam.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 17 November 2011 ; ~---—--—~—-
Terdakwa pernah ditahan dengan status Penahanan Rutan oleh ; ————-—-

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan jt{\anggal

07 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal
08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 ; -—--—-—-—--—

3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, pada tanggal 30 Desember

2011;

Terdakwa ditahan dengan status Penahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal

- 10 Desember 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kelas | B Palopo, sejak tanggal 11 Desember

2012......
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2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;

N o

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas | B Palopo, sejak‘tan al

10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;

Terdakwa , didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DARIUS
PATANDUK, SH. Advokat yang berkantor dan bértempat tinggal di Jalan'
‘Imam Bonjol 2B/32B Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
09 Januari 2012 »yang' telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kelas | B Palopo pada tanggal 27 Desember 2012 di bawah
register Nomor :129/SK/2012/PN.PLP.

Pengadilan Tinggi tersebut. ;

- Telah membaca :

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 September
2013 No.221/PID/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor

221/PID/2013/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi

Makassar Nomor :221/PID/2013/PT.MKS tanggal 12 Agustus 2013 untuk

mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

perkara tersebut ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh
Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belopa berdasarkan Surat
Dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-216/R.4.13.7.3/Ep.2/11/2012 tertanggal

10 Desember 2013 sebagai berikut :

PERTAAMA . ..
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PERTAMA :

Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi
dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat daﬁ Desa
(BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat Pembina Kepegawaian (dilakukan
penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau yang
turut serta melakukan perbuatan, secara berturutturut sehingga harus
dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang‘ sudah
tidak dapat diingat secara pasti bulan,Maret 2009, Oktober 2009 atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu JI. Merdeka
Sélatan Desa Sengan Kecamatan Belopa, Kabupaen Luwu atau setidak-
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Palopo membuat akta otentik palsu étau memalsukan akta
otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut
seolah-olah isinya benar dan tidak dipaisu, jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut : ~——----=-------
- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Luwu ada program
pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana ’ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil : --
1. Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai
,dveng‘an 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai

dengaan...
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persyaratan dan;

2. Pasal 3 sebagai berikut :

a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia ikepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845, dah

o kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;

c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak
pidana' berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukuf tetap: ,"

d. Seﬁat jasmani dan rohani, memiliki' ijazah paling . rendah
Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan

e. Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada-
15 Oktober 2005. |

Serta persyaratan sebagaimana tercantum dalam halaman 6 dan 9

Lampiran | Peraturan Kepala Badan Kepegawaiban Negara Nomor

32 Tahun 2007 tanggal 13 september 2007 tentang Ketentuan

pelaksanaén Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yaitu :

a. Halaman 6 “Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi
PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai
Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih
malaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan
berlakunya Peraturan pemerintan Nomor 45 Tahun 2007,
Sekdes yang tidak dapat diangkat menjédi PNS -adalah Sekdes
yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004”.

Halammam . ....
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Sekdes yang disahkan oleh Pejabat 0g? yéian
;tau Pejabat Iairl yang ditunjuk paling rendah camat.

c. Halaman 9 “Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa,
diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat
Pembina Kepagawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling
rendah eselon Il yang secara fuanionaI bertanggung jawab di
bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan Sekdes” :

1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini
masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara
terus menerus sebagai Sekdes;

2. ‘Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai
integritas yang tinggi.

- Bahwa dari program tersebut terdapat lebih kurang 32 (tjga puluh
dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. lhzanuddin, '

4. Palimbong, 5. Suitan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan

Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13.
Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M.
unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23.
« Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. lkram Pawellangi, 26.
Asmara Ganda, 27. Emawati, 28. Yﬁsra, 29. ST. Masita Pasenggong,

30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut tidak dapat
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pérsyaré’tan dan tata Cara

Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan
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Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6

Adan 9, dikarenakan :

a. 32 (tiga puluh dua)' pelamar tersebut sampai &engan tanggal
15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris Desa (SEKDES),
karena Desa-Desa tersebut belum ada;

b. 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat P;ernyataan yang
dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketa??tui oleh Camat
dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembin;a Kepegawaian
atau pejabat Iéih yang ditunjuk paling rendah ?'e'sélbh il yang
secara fungsional bertanggung jawab di bidang; kepegawaian,
yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelarﬁar T e
1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai denga%x saat ini masih

melaksanakan tﬁgas secara nyata dan sal'ii secara terus
menérus sebagai Sekdes. :

2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai

integritas yang tinggi. ;

- Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaiﬁnana ketentuan
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; daanampiran i
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Némor 32 Tahun
2007 Tanggal 13VSeptember 2007 tentang Ketentu:;m Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 hal:aman 6 dan 9
tersebut saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi ?sepakat dengan
Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuét 32 (tiga puluh
dua) akta-akta otentik yaitu berupa 32 (tiga puluh d_ua;) “KEPUTUSAN

KEPALA DESA” yang seolah-olah ada 32 (tiga pullixh dua) Kepala

\ Desa.... |

!
i

|
|
|
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Desa membuat serta menandatangani “KEPUTLSA

DESA” yang isi KEPUTUSAN KEVPALA DESA tersebu

benar menjadi Sekretaris Desa sebelum tanggal 15 Oktober 2004,

padahal Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan saksi

- Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi tahu bahwa pada tahun 2004

tidak ada : 1. Desa Bunga Eja, 2. Desa Pattedong Sélatan, 3. Desa

Tobia, 4. Pabbararesseng, 5. Desa Bassiang Timur, 6. Desa

Limbong, 7. Desa Ta'ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Toddopuli,

10. Desa Komba Selatan, 11. Desa Toklajﬁk, 12. Desa
Taramatekkeng, 13. Désa Cimpu Utara, 14. Desa Kélédi Darussalam,
15. Desa Muhaijirin, 16. Desa Langkidi, 17. Desa Sam(f.rilang,b 18. Desa
Lewandi, 19. Desa Pompengan Utara, 20. Desa Salu jlnduk, 21. Desa

Tallang, 22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan »'Ij‘imur, 24. Desa

rTibussang, 25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa kaliba Mamase,

27. Desa Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Barat, 29. Desa

Papakaiju, 30. Desa Pompengan Tengah-,ya‘l. DesafGahdang batu,
32. Desa Riwang Selatan dan Desa-desa tersebut bafﬁ adafterbentuk
pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana tercanturr? dalam Pasal 3
Peraturan Daerah 'Kabupéten Luwu Nomor 1 Tahq?n 2008 tentang
Pembéntukan Desa-Desa éaru Dalam Wilayah Kébupaten Luwu,
setelah itu, Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Laténgan memalsu
tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desé dengan cara
“menscan” tanda tangan 32 (tiga puluh dua)-Kepala?Desa, memalsu
nomor dan tanggal akta-akta otentik, dengan pe;rincian sebagai

berikut :
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04/DBE/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangk fe s ekretdris

e

Desa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;

2. Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor:

03/DPSJ11/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004;

3. Keputusan Kepala Desa Tobia AKMAL, S.Ag, Nomor:
04/DT/1i/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02—2004;

4. Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng AMIR _ABDULLAH,

Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggal 05-02-2004;

5. Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur ANDI JAMAL BISMAN,
Nomor: 03/DBT/II/2004, Tentang Pengesahanf Pengangkatan
Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 04-02-2004;

6. Keputusan Kepala Desa Limbong AYYUB RAUB, Nomor:
03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkfatan Sekretaris
Desa An. Saudara BADARUDDIN, tanggal 01-%2004;

7. Keputusan Kepala Desa TABA MIANTO PASISANG, Nomor:

05/DTAVII/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara MASDIA, tanggal 03-07-2004;

8. Keputusan Kepala Desa Bubtu Pasik MUH.? DAIS, Nomor:
02/DBP/1/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004;

9. Keputusan Kepala Desa Toddopuli, Nomor: 04/DT/11/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan. Sekretaris Desa An.
Saudara AKSIM, tanggal 04-02-2004;

- Keputusam . .. .
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10.

Saudara SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2004;

11. Keputusan Kepala Desa Tokiajuk H. KAMAL, Nomor:
02/DT//2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara MUKTABAR, tanggal 02-02-2004;

12. Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomor: 03/DT/11/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara SUFII, tanggal 02-02-2004,

13. Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomor: 02/DCU/1/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara KAMARIA, tanggat 07-01-2004;

14. Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam, Nomor;
03/DKD/1/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal 08-01-2004;

15. Keputusan Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/I1/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004;

16. Keputusan Kepala Desa Langkiidi IMRAN, SH., Nomor:

05/DLI/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-2004,

17. Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor: 05/DS/V/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05—05—2004;

18. Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor : 03/DL/IV/2004, -

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.

Saudara M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



10

19. Keputusan Kepala Desa‘ Pompengan Uatara RUQ FAM, N

\\\':
Ba %
. o i Q_@\:ﬁ?

03/DPU/IV/2004, Tentang Pengesahan  Pengangkatan
Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAH, tanggal 03-03-
2004, |

20. Keputusan Kepala Desa Salu Induk, Nomor: 03/DS/1/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.

Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;

21. Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN, SE., Nomor:

03/DT/1/2004, Tentang Pengesahan Pengangkgtan Sekretaris
Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08-01-20b4;

22. Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor: 03/DBT/IV/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekreteiris Desa An.
Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;

23. Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARISMAN NUKKA,

Nomor: 05/DWT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan
Sekretaris Desa An. Saudara FATMAWATIL. A. BACHTIAR,
tanggal 05-04-2004; ‘

24, Keputusan Kepala Desa Tibussang, Nomor:j 03/DT/11/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara [SMUNANDAR HARIANTO, tanggal 04-02-2004;

25. Keputusan Kepala Desa Lamunre Tengah, Nomor:
03/DLT/1l/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretafis
Desa An. Saudara MUH. IKRAM PAWELLANGI, tanggal 02-02-

2004,

26. Keputusan Kepala Desa Kalba Mamase, Nomor:
05/DK/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
" Desa An. Saudara ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;

. Keputusan . ...
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27. Keputusan Kepala Desa Bonelemu

Desa An. Saudara ERNAWATI, tanggal 02-03-2004;

28. Keputusan Kepala Deéa Bonelemo Barat . PALINRUNGI
ARSYAD, Nomor: 02/DBB/li1/2004, Tentang: Pengesahan
Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YUSRA, tanggal
02-03-2004; ‘

29. Keputusan Kepala Desa Papakaju M. JAFAR, Nomor:

01/DP/1/2004, Tentang Pengesahan Pengangkétan Sekretaris
Desa An. Saudara MASITA PASENGGONG, {anggal 07-01-
2004;

30. Keputusan Kepala Desa Pompengan Teﬁgah, Nomor:
03/DPT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkaian Sekretaris
Desa An. Saudara HASRULLAH, tanggal 04-03-2004;

31. Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomor: 302/DGB/I/2004;
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004; :

32. Keputusan Kepala Desa Riwang Selajltan, Nomor:
02/DRS/1/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi

membuat serta menandatangani akta-akia otentik yang isinya tidak

benar/palsu dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi
mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh dua) Keputusan
Kepala Desa tersebut, setelah itu saksi Drs. Lukm‘an P, MM. Bin
Pamassangi secara bersama-sama dengan TerdakWa Yusuf, S.Pd.
‘ M.Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi persyaratan Sekdes

dapahs. ..
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dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Pb?} % W

. N s
Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara 'bersama-gm{gan
Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat akta-akta

otentik berupa surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu dan

memalsu tanda tangan Kepala Desa, Camat, Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu yang séolah-olah surat
pernyataan térsebut ditandatangani Kepala Desa, carﬁat serta Kepala
~ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. l-i ibrahim Rawa,
MM. vyang isi surat pernyataan menyataka‘jm seolah-olah
1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. l;lASRI, 5. DRA.
'MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWA'I%I A. BACHTIAR,
9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 111. MUHAMMAD
ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL
sejak diangkat sebagai SEKDES sampai saat ini masih
melaksanakan tugasr secara nyata dan sah secaré terus meher‘us
sebagai Sekretaris Desa, dan selama menjadi éekreiaris Desa
memiliki disiplin serta mémpunyai integritas yang; tinggi padahal
senyatanya 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMB?ONG, 4. HASRI,
5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A.
BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10;. ANDI KASIM,
11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. ;NURHASANAH,
14. VRU'SLAN MARSAL bukan sebagai Sekretaris Désa serta Kepala

Desa To'lajuk H. Kamal, Kepala Desa Langkidi Imran, SH., Kepala

Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, Kepala Desé Ta’ba Mianto
Pasisang, Kepala Desa Bonelemo Barat Paiingrungji Arsyad, Kepala
Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, Kepala Desa Limbong Ayyub

Raub, Kepala Desa Bunga Eja Andi Suard, Kepala Desa Buntu

Tallang . . .
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Muh. Dais, Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, camat Bajo

Machmud Kuseng, BA, Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., Camat
Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., Camat. Bajo Barat
.Drs. Kamaruddin, Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., Camat
Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., Camar Kamanre Hamid,
SP., Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, 'Calma‘t Ponrang Selatan
Uparuddin, SH., Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., Camat
Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., serta jKepaIa Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibréiﬁifﬁ Rawa tidak
pernah menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Npmor‘45
Tahun 2007, yang bunyinya “Data Sekretaris Dega dan berkas
pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf; a dan b oleh
BupatiMWalikota kepada Menteri Dalam Negeri me:lalui Gubernur”,
berdasar ketentuan tersebut Terdakwa Yusuf, SPd M.Si. Bin
Latongan bersama-sama dengan saksi Drs. Lukmén P, MM. Bin
Latongan sepakat untuk membuat akta otentik, memb‘uat tandatangan

palsu Bupati Luwu H. A.'Mudzakkar yakni :

1. Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/I/BPMPD tanggal 16 Maret

2009 yang tanda tangan Bupati Luwu yakni saksi H A. Mudzakkar

discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dan
disimpan (save) menggunakan Komputer (Laptop).

2. Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 141/153/IIIII§PMPD/ tanggal
16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu H. A. Mudzakkar
discan oleh Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan

disimpan . ...
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Desa menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi kolom penjelasan

pengéngkatan dalam jabatan Sekretaris Desa yang tanda tangan
saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si.
Bin Latongan. ‘

- Bahwa kemudian Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Lja\tongan secara
bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi
mengirim surat-surat atau akta-akta otentik yang isinya tidak benar
sebagaimana terurai diatas ke Kepala Kaﬁtor Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri
di Jakarta, setelah itu terbit SK Pegawai Negeri $ipil atas nama
1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. lhzanuddin, 4. Palimbbng, 5. Sultan,
6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Margal, 9. Aksim,
10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria,
14. Suhami, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan
Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy,
23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. lkram Pawellangi,
Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuwadin Kamran.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan

bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi

membuat akta-akia otentik yang tidak benar, memal?u tanda tangan
dalam akta otentik sebagaimana terurai di atas merdgikan pihak lain
khususnya pihak-pihak yang tanda tangannya di palsu, yakni
1. Kepala Desa Bunga Eja Andi Suardi, 2. Kepala jDesa Pattedong
Selatan Damir, 3. Kepala Desa Tobia Akmal, ‘S.Ag.,‘il. Kepala Desa

Pmﬁgg e
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Ta’ba Miénto Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais

9. Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala Desa Langkidi Imran,

'S'_H.,A 11. Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, 12 Kepa'lé Desa

Buntu Tallang Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan‘f Timur Arisman

Nukka, 14. Kepala Desa Bonelemo Barat Palinérungi Arsyad,

15. Kepala Desa Papakaju M. Jafar, 16. ‘Bupatﬁi Luwu H. A

Mudzakkar, ~17.. Camat Latimoj_dng Drs. A. Madjid. )—\M 18. Camat

Bajo Machmud Kuseng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. ijdi Muin, MM.,

20. Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, 21. Camat Lamasi

Drs. Thamrin, ST, 22_. Camat Walenrang Utara Drs.; Syamsu Alam,

SE., 23. Car,nat Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli‘ Barat Drs. Jihad

Syarifuddin, 25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.;;Sos., 26. Camat

Ponrang Selatan Uparuddin, ‘SH., 27. Camat Lémaéi Timur Sampe

Minggu, BA., 28. Camat Larompong Drs. Andi Sjyamsu, M.Pd.,

29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaien Luwu Drs.

H. Ibrahim Rawa.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pésal 264 ayat (1)
ke-i ‘KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 84 ayat
(1) KUHPidana. |

ATAU
KEDUA : |

Bahwa Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan fdengan Jabatan
sebagai Kepala'Sub Bidang Kelembagaan Desa lKantor BPMD Kabupaten
Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi

dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masjarakat dan Desa

. (BPMD)...
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-turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut éehingga harus
' dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang sudah
tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2069 atau setidak-
tidaknya péda waktu-waktu lain dalam tahun 2009, berterinpat di Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luilvu JI. Merdeka
‘Selatan Desa Sengan Kecamatn Belopa Kabupaen Luwd atau setidak-
tidaknya pada tempat lain yang _masih termasuk dalam %daerah hukum
Pengadilan Negeri Palopo de'ngan sengaja memakai surat bjferupa akta-akta
otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan S’ebléh-jc'aléh benar dan
tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbtjxikan kerugian,

" dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika ‘Pemerintah Kabupaten Luwu ada program
’ pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Ij’egawai Negeri
Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana keteintuan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyairatan dan Tata
Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawéi Negeri Sipil : --

1. Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat denéan sah sampai
"dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakén tugas sampai

dengan berlakunya Pératuran Pemerintah ini diéngkat langsung

menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila memenuhi

persyaratan dan;

2. Pasal 3 sebagai berikut : 1
a. Bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; !
_ b.Setia kepada Pancasila sebagai Dasar N?gara, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonsesia 'ﬁahun 1845, dan

i

kepada. . .
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kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia da?,&f 2

“‘:f
LW ‘*‘«t:l =
c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukah: firdak

pidana berdasarkan putusan pengadilan yahg mempunyai
kekuatan hokum tetap;

d. Sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah jpaling rendah
Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan ‘

e. Berusia paling tinggi 51 (Iima puluh satu) tahun‘i terhitung pada
15 Oktober 2005. |

Serta persyaratan sebagaimana tercantum dal%m Lampiran |

Peraturan KepalarBadan Kepegawaian Negara N;omor 32 Téhun

2007 tanggal 13 september 2007 tentang Ketentu:ém palaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9,

yaitu
a. Halaman 6 “Sekdes yang dapat diangkat laljgsung, menjadi

PNS adalah mereka yang diangkat denga;n sah sebagai
Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2%’04, dan masih
malaksanakan tugas secara terus menerus i;sampai dengan
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4§ Tahun 2007,
Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PN$ adalah Sekdes
yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004;",

b. Halaman 9 “foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai
Sekdes yang disahkan oleh Pejabat P'embir%a Kepegawaian
atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah cémat.

c. Halaman 9 “Surat Pernyataan yang dibuat oléh Kepala Desa,
diketahui oleh Camat dan disahkan k‘ebenaraninya oleh Pejabat
Pembina Kepagawaian atau pejabat lain yané ditunjuk paling

rendah eselon ll yang secara fungsional benénggung jawab di

. bidang. ..

|
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bidang kepegawaian yang menyatakan

bersangkutan Sekdes™:

1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai ciengan saat ini
masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara
terus menerus sebagai Sekdes;

2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin sérta mempunyai
integritas yang tinggi. o

- 'Bahwa dari program tersebut terdapat lebih kurang: 32 (tigé puluh
dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasri!‘, 3. lhzanuddin,
4. Palimbong, 5. Sultan, 6.'Badaruddin, 7. Dra. Mafsdia, 8. Ruslan
Marsal, 9. Aksirm, 10. Satfiani Bachtian, 11. Mukiabar, 12. Sufi,
13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17 Haerul Salim,
18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. 'Riksam,’;Q‘"I. Muh. Aris,
22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25 Muh. lkram
Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawa’éi, 28. Yusra,
29. ST. Masi'ta> Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat,
32. Nuryadin Kamran. |
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelamar temeéut ‘tidak dapat
memenuhi persyaratan sebagaimana keténtuan Pééél 2 Peraturan
~ Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratén dan tata Cara

i

Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan

. ° f

Lampiran | Peraturan Kepala Bdan Kepegawaian Negara Nomor 32
Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 teniang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun, 2007 halaman 6

dan 9, dikarenakan :

-a. 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut sampai ;dengan tanggal

15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris Qesa (SEKDES),
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karena Desa-Desa tersebut belum ada; " < ';%? R §
BN *‘a%r@p‘?
b. 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat Pernyataan yang

dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketahui oleh Camat
dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembinia Kepegawaian
atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah '?ese‘lon Il yang
secaré fungsional bertanggung jawab di bidané kepegawaian,
yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelamar e ——
1. Seiak diangkat sebagai Sekdes sampai dengafn saat ini masih
melaksanakan tugas secara nyata dan saél secara terus
menerus sebagai Sekdes. ‘
'2.’ Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin 5éﬁé mempunyai
integritas yang tinggi.
- Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan sebag'ai%nana ketentuan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan Lampiran |

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun

2007 Tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9
tersebut saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi sepakat dengan
dua) akta-akta otentik yaitu berupa 32 (tiga puluh dué) ‘KEPUTUSAN
KEPALA DESA” yang seolah-olah ada 32 (tiga pultjxh dua) Kepala

Desa membuat serta menandatangani "KEPUTl:JSAN KEPALA
DESA" yang isi KEPUTUSAN KEPALA DESA tersebl%t adalah seolah-
olah 32 (tiga puluh dua) pelamar sebagaimana terse$ut diatas adalah
benar menjadi Sekretaris Desa sebelum tanggal 15 Oktober 2004,
padahal Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latoﬁgan dan saksi
Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi tahu bahwa ;jmda tahun 2004
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«s%&%', *f‘--‘;sp
Tobia, 4. Pabbararesseng, 5. Desa Bassiang T;mur,%%sa

Limbong, 7. Desa Ta’ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Toddopuli,
10. Desa Komba Selatan, 11. Desa Toklaijk, 12. Desa
Taramatekkeng, 13. Desa Cimpu Utara, 14. Desa Kaladi Darussalam,
15. Desa Muhajirin, 16. Desa Langkidi, 17. Desa Samuilang, 18. Desa
Lewandi, 19. Desa Pompengan Utara, 20. Desa Salu jlnduk, 21. Desa
Tallang, 22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan Timur, 24. Desa
Tibussang, 25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa Kaliba Mamase,
27. Desa Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Bjarat, 29. Desa

Papakaju, 30. Desa Pompengan Tengah, 31, Desa Gandang batu,
32. Desa Riwang Selatan. dan Desa-desa itersebut baru
adalterbentuk pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana tercantum
dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten LuwurNomor 1 Tahun
2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Ij)alam Wilayah
Kabupaten Luwu, setelaf! itu, terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin
Latongan memalsu tanda:jtangan' 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa
dengan cara “menscan” tanda tangan 32 (tiga puI‘uh dua) Kepala

Desa, memalsu nomor dan tanggal akta-akta otentik, dengan

perincian sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Desa Bunga Eja ANDI_SUARDI, Nomor:

04/DBE/I/2004, Tentang Pengesahan Penganékatan Sekretaris
Desa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;

2. Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor:
03/DPS/I1/2004, Tentang Pengesahan Penééhdkatan Sekretaris
Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004; :

L
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3. Keputusan Kepala Desa Tobia AKMAL

Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02—2004,

4, Keputusan Kep’éla Desa Pabbaresseng AMIR ABDULLAH,

“Nomor: 03/DP/1l/2004, Tentang Pengesahanj Pengangkatan

Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggat 05-02-2004;

5. Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur ANDI J';‘\MAL BISMAN,
‘Nomor: 03/DBT/1I/2004, Tentang Pengesahani Pengangkatan
Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 054-02-2004;

6. Kepufusan Kepalé Désa; Limbong AYYUB jRAUB, Nomor:
03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pen'géhgk“étéh Sekretaris

Desa An. Saudara BADARUDDIN, tanggal 01 04-2004

.7. ‘ Keputusan Kepala Desa TA'BA MIANTO PASlSANG Nomor:
OSIDTNII/2004, Tentang Pengesahan Penganglgatan Sekretaris
Desa An. Saudara MASDIA, tanggal, 03—07-2004;;

8. : KéputuSan Kepala Desa Bubtu Pasik ’MUH.? DAIS, Nomor:
02/DBP/1/2004, Tentang Pengesahan Pengang'I;(a’tan Sekretaris
Desa An. Saudara RUSLAN MARSAL, tanggal 0%—01-2004;

9. Keputusan Kepala Desa Toddopuli, Nomor:j 04/DT/11/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretéris Desa vAn.
Saudara AKSIM, tanggal 04-02-2004; 4

10. Keputusan Kepala Desa Komba Selatan, Nomorj: 03/DKS/1/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekret%ris‘ Desa An.
Saudara SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2%04;

.11; Keputusan Kepala Desa Toklajuk H. KAMAL, Nomor:
02/DT/11/2004, Tentang Pengesahan Penganglj(a'tan Sekretaris
Desa An. Saudara MUKTABAR, tanggal 02-02-2004;

Keputusam . ...
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Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomot:
Tentang Pengesahan Pengangkatan 'Sekre’tar\f“ e
Saudara SUFII, tanggal 02-02-2004;

Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomor: ;02IDCU/I/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretgris Desa An.
Saudara KAMARIA, tanggal 07-01-2004;

Keputusan Kepala Desa Kaladi Daruss‘:alam, Nomor:
03/DKD/1/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal 08-01-2004;

Keputusan Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/I/2004;
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.

Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004;

Keputusan. Kepala Desa Langkiidi IMRANj SH., Nomor:

05/DL/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangl%a"tan Sekretaris
Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-200.4;

Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor:j 05/DS/V/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004;

Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor:: 03/DL/IV/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekrefaris Desa An.
Saudara M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004;

Keputusan Kepala Desa Pompengan Uatara F\‘{USTAM, Nomor:
03IDPUIIVIQOO4. Tentang  Pengesahan Pengangkatan
Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAHi, tanggal 03-03-
2004; ‘

Keputusan Kepala Desa Salu Induk, Nomor: 03/DS/11/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekrgtaris Desa An.

1
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Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;

Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN,

03/DTII/2004, Tentang Pengesahan Pengangkiatan Sékretaris
Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08—01-20104; '

Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor: 63IDBTIIV/2004,
TentanQ Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.

Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;

Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARIéMAN NUKKA
Nomor: 05/DWT/II/2004, Tentang 'Pengesahaljf Pengangkatan
Sekretaris Desa An. Saudara FATMAWATI. A. BACHTIAR,
tanggal 05-04-2004; » j
Keputusan Kepala Desa Tibussang, Nomor; 03/DT/11/12004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekret;lris Desa An.
Saudara ISMUNANDAR HARIANTO, tanggal 04-02-2004;
Keputusan Kepala Desa Lamunre Téngah, Nomor:
03IDLTII'IIZOO4, Tentang Pengesahan Pengangi(atan Sekretaris
Desa An. Saudara MUH. IKRAM P‘AWELLANGi, tanggal 02-02-
2004; |

Keputusan Kepala Desa Kaliba Marinase, Nomor:
05/DK/IN/2004, Tentang Pengesahan Pengahgi(atan Sekretaris
Desa An. Saudara ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;
Keputusan Kepala Desa Bonelemu Qtara, Nomor:
03/DBU/M11/2004, Tentang Pengesahan P"ehgéﬁ"g%ké'téh Sekretaris
Desa An. Saudara ERNAWATI, tanggal 02-03-23004; |
Keputusan Kepala Desa Bonelemo ’Barajt PALINRUNGI

ARSYAD, Nomor: 02/DBB/I/2004, Tentaﬁg Pengesahan

_ Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YUSRA, tanggal

02-03-2004 . ..

e
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02-03-2004;

29. Keputusan Kepala Desa Papakaju M. AFAR:ZER A
01/DP//2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara MASITA PASENGGONG, ;tanggal 07-01-

1

2004; |

30. Keputusan Kepala Desa Pompengan Téngah, Nomor:
o

03/DPT/II/2004, Tentang Pengesahan Penga‘ngi(atan Sekretaris

Desa An. Saudara HASRULLAH, tanggal 04-03-2004;

31. Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomorni 02/DGB/1/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekl;et;aris Desa An.
Saudara ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004;

32. Keputusan Képala Desa Riwang Se?atan, Nomor:
02/DRS/1/2004, Tentang Pengesahan Penganglkatan Sekretaris
Desa An. Saudara NURYADIN KAMRAN, 'tangg:;ll 12-01-2004;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi

membuat serta menandatangani akta-akta otentik yang isinya tidak
benar/pa‘lsu' dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. .Bin Pamassangi
mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh fdua) Keputusan
Kepala Desa tersebut, setelah itu saksi Dr. Lukrﬂan P, MM. Bin
Pamassangi secara bersama-sama dengan TerdakWa Yusuf, S.Pd.
M.Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi peréyaratan Sekdes
dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS} yaitu saksi Drs.
Lukman P, MM. Bin pamassangi secara befsama—sama dengan
Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan me;mbuat akta-akta
otentik berupa surat pernyataan yang isinya tidak ;benar/palsu dan
memalsu tanda tangan Kepala Desa, Cama‘t,.j Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupafen Luwu yang sje‘olah—olah surat
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pernyataan tersebut ditandatangani Kepala Desa \
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs\ﬁ*: -
Rawa, MM. yang isi surat pernyataan menyatakan seolah-olah
1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA.
MASITA, 8. YUSRA, 7. ‘IHZANUDDIN, 8. ‘FATMAWATi A. BACHTIAR,
9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD
ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUéMN MARSAL
sejak diangkat sebagai SEKDES sampai séa’t ini masih
melaksanakan tugas secara nyata dan sah secaraj terus ménerus
sebagai Sekretaris Desa, dén selama menjadi S;,ekretaris Desa
memiliki disiplin serta mempunyai integritas ylahg; tinggi padahal
senyatanya 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBbNG, 4. HASRI,
. 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. jFATMAWATI A
BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10 ANDI KASIM,
'11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. ENURHASAN_AH,

14. RUSLAN MARSAL bukan sebagai Sekretaris Desa serta Kepala

Desa To'lajuk H. Kamal, Kepala Desa Langkidi lmfan, SH., Kepala
Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, Kepala Desé Ta’ba Mianto
Pasisang, Kepala Desa Bonelemo Barat Palihnghgi Arsyad, \K'eb’alé
Desa Wiwifan Timur Arisman Nukka, Kepala Desa; Limbong Ayyub
Raub, Kepala Desa Bunga Eja ‘Andi Suard, Kep;ala Desa Buntu
Talléng Harwan, SE, Kepala Desa Bassiang Timur A Jamal Bisman,
Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, Kepala Dfesa Buntu Pasik
Muh. Dais, Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, camat Bajo
Machmud Kuseng; BA, Camat Bua Drs. H. Andi M;fuin, MM., Camat
Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., Cama;t Bajo Barat
Drs. Kamaruddin, Camat Lamasi Drs. Thamrfm‘, ST., Camat

Walen_mm. .

|
|
|
|
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SP., Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, Camat I#o;?”é 7

Uparuddin, SH., Camat Lamasi Timur Sampe Mingbu, BA., Camat

Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd. serta jKepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. lbrahim Rawa tidak

pernah menandatangani surat pernyataan tersebut. |

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerfntah Nomor 45
Tahun 2007, yang bunyinya “Data Sekretaris Désa dan berkas
pengangkatan sebagaiména dimaksud pada huruﬁ a dan b oleh
BupatiWalikota kepada Menteri 'Dalam Negeri mélalﬁi Gubernur”,
berdasar ketentuan tersebut saksi Drs. Lukr'héﬁ P, MM. Bin

Pamassangi bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin

Latongan sepakat untuk membuat akta otentik, membiua"t tandatangan

palsu Bupati Luwu H. A. Mudzakkar yakni :

i

a. Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/1Il/BPMPD ténggal 16 Maret

2009 yahg tanda tangan Bupati Luwu yakni saksi LI A. Mudzakkar i
discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si B'in Latongan dan
disimpan (save) menggunakan Komputer (Lap'top)j.

b. Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 141/1 53nll/§PMPDI tanggal
16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu H. A. Mudzakkar
discan oleh Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan
disimpan (éave) menggunakar_\ komputer (Laptopj.

c. Darftar nominatif usul tambahan formasi pengangj;katan Sekretaris
Desa menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi k?olon/n penjelasan
pengangkatan dalam jabatén Sekretaris Desa yéng tanda tangan
saksi H. A. Mudzakkar diécan oleh terdakwa YL;SUf, S.Pd., M.Si.

Bin Latongan.
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" - Bahwa kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pam
bersama—sama; dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si.
memakai surat-surat atau akta-akta otentik yang isir}wa tidak benar
sebagaimana terurai diatas, dengan cara mengirim ke Kepala Kantor
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa De&artemen Dalam
‘Negeri di Jakarta, setelah itu terbit SK Pegawai Nfegeri Sipil atas
nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. lhzanuddin, 4. Palirﬁbong, 5. Sultan,
8. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan ‘Marjsal, 9. Aksim,
10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufi, 13. Kamaria,
14. Sﬁhami, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim,j 18. M. unawan
Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. ;Aris, 22. Edy,
23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. lkfram Pawellangi,
26. Asmara Ganda, 27. Efnawati, 28. Yusra, 59 ST. Masita
Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nu%ryadin Kamran.

- Bahwa akibat berbuatan Terdakwa Yusuf, S.Pd., MSI Bin Latongan
bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. jBin Pamassangi
yang - sengaja memakai akta-akta otentik yané tidak benar,
sebagaimana terurai di atas merugikan pihak lain k:hususnya pihak-
pihak yahg tanda tangannya di palsu, yakni 1. Kepfala Desa Bunga

Eja Andi Suardi, 2. Kepala Desa Pattedong Selatan bamir. 3. Kepala

Desa Tobia Akmal, S.Ag., 4. Kepala Desa Paﬂbaresseng Amir

Abdullah, 5. Kepala Desa Bassiang Timur A. ‘ Jamal Bisman,
6. Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, 7. Kepala Desa Ta'ba Mianto
Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais§9. Kepala Desa
To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala \Desa Langkidi |mran,§ SH., 11. Kepala
Desa Pompengan Utara Rustam, 12. Kepaia Desja Buntu Tallang
Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan Timur iArisman Nukka,

14 ..
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14. Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrungi Arsj

Desa Papakaju M. Jafar, 16. Bupati Luwu H. A

17. Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, 18. Camaé Bajo Machmud

Kuseng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., 520. Camat Bajo

Barat Drs. Kamaruddin, 21. Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST,

22. Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE 23. Camat

Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli Barat Drs. Jiﬁad Syarifuddin,

25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., 26. ¢amat Ponrang

Selatan Uparuddin, SH., 27. Camat Lamasi Timur Sampe Minggu,

BA., 28. Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, MPd 29. Kepala

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pa}sal 264 ayat (2)

KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana.
ATAU
KETIGA :

Bahwa Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan jdengan Jabatan
sebagai Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa Kantor B[;MD Kabubaten
Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. ‘Bin Pamassangi
dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyérakat dan Desa
(BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat Pembina Kepegaw;aian (dilakukan

penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau yang

turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut j‘sehingga harus
dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tandgal yang sudah
tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2009 atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu JI. Merdeka
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Selatan Desa Sengan Kecamatn Belopa Kabupaen Luw&\ait

Y S
ZXE

) 9 %
: >
‘%‘\\\4&. ngﬂh

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam da€l
Pengadilan Negeri Palopo membuat surat palsu atau memalsjukan surat yang
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasén hutang, atau
yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal cjjengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tiersebut seolah-
olal;: isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian %tersebut dapat
menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai beriku%'t R ———
- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Luwu ada program
pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Ij’egawai Negeri

Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana k‘et‘eihtuéh Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persy%ratan dan Tata

Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawa:ji Negeri Sipil : --

1. Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai
dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksénak?n tugas sampai

dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini di:%mgkat langsung

menjadi Pegawai Negéri Sipil  (PNS), apajbila memenuhi

persyaratan dan;

|

2. Pasal 3 sebagai berikut :
a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Péncasila sebagai Dasar Négara, Undang-
Undahg Dasar Negara Republik Indonsesia '%ahuh 1845, dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;

c. Tidak sedang menjalani hukuman karena rﬁelakukan tindak

1

pidana berdasarkan. putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;
S d. Sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah paling rendah
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Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan

2

Ve
)
»

e. Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun 'teé,iﬁjign&da

15 Oktober 2005.
Serta persyaratan sebagaimana tercantum dalaméhalaman 6 dan

9 Lampiran | Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
: I

Nomor 32 Tahun 2007 tfanggal 13 septembef 2007 tentang
' |

Ketentuan palaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2007, yaitu :

a. Halaman 6 “Sekdes yang dapat diangkat laélgsung menjadi
PNS adalah mereka yang diangkat d’engain sah sebagai
malaksanakan tugas secara terus menerus ;sampai dengan
berlakunya Peraturan pemerintah Nomér 45 Tahun 2007,
Sékdes yang tidak dapat diangkat menjadi’PNS adalah Sekdes
yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 200 ‘ i

b. Halaman 9 “foto copy surat keputusan penga(ilgkatan sebagai
Sekdes yang disahkan oleh Pejabat P’embir;1a Kepegawaian

atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah camat.

¢. Halaman 9 “Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa,

diketahui oleh Camat dan disahkan kébenaranfnya oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling
rendah eselon Il yang secara fungsionél berta‘jnggung jéwab di
bidang kepegawaian yang menya'takanj bahwa yang
bersangkutan Sekdes™: : '

1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai jdengan saat ini

" masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara

terus menerus sebagai Sekdes;

Selbmaa ...
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integritas yang tinggi.
Bahwa dari prog“ram tersebut terdapat lebih kurang 32 (tiga puluh
dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasri%, 3. Ihzanuddin,
4 Palimbong, 5. Sultan, 8. Badaruddin, 7. Dra. Ma}sdia. 8. Ruslan
Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufi
13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 1? Haerul Salim,
18. M. unawan Saﬂ 19. 'Nurhasnah 20. Riksam,’ 21 Muh. Aris,
22. Edy, 23. Fatmawatr 24. Ismunandar Hananto 25 Muh. Ikram
Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. qusra, 29. ST.
Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri 'Hid’ayj'a‘t, 32. Nuryadin
Kamran. : ' | '
Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelam;r terset:;ut tidak dapat
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pa;sal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratén dah tata Cara

Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri‘ Sipil dan

: _ . 1 .
halaman 6 dan 9 Lampiran | Peraturan Kepala Badan Kepegaian

Negara Nomdr 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang.

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomoi' 45 Tahun 2007

halaman 6 dan 9, dikarenakan : ‘

a. 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut samapaifjdengan tanggal
15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris desa (SEKDES),
karena Desa-Desa tersebut belum ada; |

b. 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat Pemyataan yang
dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketahui oleh Camat
dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembi}ra Kepegawaian

atau . ... -
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s
‘ 4
atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah¥ %éigyl B

B &7
‘\\ﬁ%,ﬁéﬁﬁ‘?

secara fungsional bertanggung jawab di bidang Kk&pegavaian,

yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelarﬁar D mm—————
1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih
melaksanakan tugas secara nyata dan sa’ﬁ secara terus
menerus sebagai Sekdes. ‘
2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin sérta mempunyai
integritas yang tinggi.

- Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratah sebagaihana ketentuan
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan Lampiran |
2007 Tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuén Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 haljaman 6 dan 9
tersebut saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi Ssepaka't dengan
terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuét 32 (tiga puluh
dua) surat palsu yaitu berupa 32 (tiga puluh duas “‘KEPUTUSAN
KEPALA DESA”" yang seolah-olah ada 32 (tiga puILilh dua) Kepala
Desa membuat serta menandatangani “KEPUTUSAN KEPALA
DESA" yang isi KEPUTUSAN KEPALA DESA tersebut adalah seolah-
olah 32 (tiga puluh dua) pelamar sebagaimana tersesut diatas adalah
benar menjadi Sekretaris Desa ‘sebelum tanggal 15 Oktober 2004,
padahal saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassanéi dan Terdakwa
Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan tahu bahwa pada féhljﬁ 2004 tidak
ada : 1. Desa Bunga Eja, 2. Desa Pattedong Selatan, 3. Desa Tobia,
4. Pabbararesseng, 5. Desa Bassiang Timur, 6. Desa Limbong,

7. Desa Ta'ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Toddopu’li, 10. Desa

Komba Selatan, 11. Desa Toklajuk, 12. Desa Taramatekkeng,
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22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan Timur, 24. Desa Tibussang,

25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa Kaliba Marﬁase, 27. Desa
Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Barat, 29. pesa Papakaju,
30. Desa Pompengan Tengah, 31. Desa Gandang batu, 32. Desa
Riwang Selatan. dan Desa-desa tersebut baru ada}terbentuk pada
tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 TahQn 2008 tentang
Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Luwu,
setelah itu, terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan memalsu tanda
tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa dengan cara “menscan”
tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa, memalsu nomor dan

tanggal surat, dengan perincian sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Desa Bunga Eja ANDI SUARDI, Nomor:

04/DBE/11I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris

Desa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;

2. Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor:

O3/DF'SI|I12004, Tentang Pengesahan Pengangkatan'Sekretaris
Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004;

3. Keputusan Kepala Desa Tobia AKMAL, S.Ag, Nomor:
04/DT/N/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004;

4. Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng AMIR ABDULLAH,

Nomor: 03/DP/11/2004, Tentang Pengesahah Pengangkatan

Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggai 05-02-2004;

Keputusan . . .
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10.

1.

12.

13.

Nomor: 03/DBT/11/2004, Tentang Pengesahan PerTjé‘rrg atan

Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 0:4—02-2004;
Keputusan Kepala Desa Limbong AYYUB RAUB, Nomor:
03/DL/MV/2004, Tentang Pengesahan Pengangli(atan Sekretaris
Desa An. Saudara BADARUDDIN, tanggal 01-04-2004;

Keputusan Kepala Desa TA'BA MIANTO PAS“ISANG. Nomor:
05/DT/VII/2004, Tentang Pengesaﬁan Penganglj(atan Sekretaris
Desa An. Saudara MASDIA, tanggal 03-07-2004;

Keputusan Kepala Desa Bubtu Pasik MUH.? DAIS, Nomor:
02/DBP/1/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa Aﬁ. Séudara RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004;
Keputusan. Kepala Desa Toddopuli, Nomor:? 04/DTH1/2004,
Tentang Pengeséhan Pengangkatan Sekretéris Desa An.
Saudara AKSIM, tanggal 04-02-2004;

Kepﬁtusan_ Kepala Desa Komba Selatan, Nomor;: 03/DKS/1/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekrefaris Desa An.
Sa'udara SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01—21004;

Keputusan Kepala Desa Toklajuk H. KAMAL, Nomor:
02/DT/1l/2004, Tentang Pengesahan Pengangi(atan Sekretaris
Desa An. Saudara MUKTABAR, tanggal 02-02-éOO4~;

Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomor: 03/DT/11/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekreﬁris Desa An.
Saudara SUFII, tanggal 02-02-2004;

Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomorf: 02/DCUN/2004,
Tenténg Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.

Saudara KAMARIA, tanggal 07-01-2004;
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Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussr-\
03/DKD/1/2004, Tentang Pengesahan Pengangléa; 5ek
Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal 08-01-2004;

Keputusan' Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/1/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekret%e\ris Desa An.
Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004; |

Keputusan Kepala Desa Langkiidi lMRAN?’ SH., Nomor:

05/DLNV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris-

Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-200%1»;

Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor:ji 05/DSN/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.

Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004; '

I
1

Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor:;j 03/DL/IV/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretiaris Desa An.
Saudara M. GUNAWAN SAFIl, tanggal 05-04—2604;

Keputusan Kepala Desa Pompengan Uatara §USTAM, Nomor:
03/DPU/IV/2004, Tentang Pengésahan Pengangkatan
Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAH?, tanggal 03-03-
2004;

Keputusan Kepala Desa Salu induk, _Nomqr: 03/DS/i1/12004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekre:taris Desa An.

Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;

Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN. SE., Nomor:

03/DT/1/2004, Tentang Pengesahan Penganékatan Sekretaris
Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004;
Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor:§ 03/DBT/IV/2004,

Tentang Pengesahan Péngangkatan Sekretaris Desa An.

Saudiana. . .
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Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;
Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARIiS "
Nombr: 05/DWT/III/2004, Tentang Pengesaha'r; Pengangkatan
Sekretarié Desa An. Saudara FATMAWATI. A BACHTIAR,
tanggal 05-04-2004; - ’
képutusan Kepala Desa Tibussang, Nomor?: 03/DT/11/2004,
Tenfang Pengesahan Pengangkatan Sekretfaris Desa An.
Saudara ISMUNANDAR HARIANTO, tanggal 043-02-2004;
Keputusan Kepala Desa Lamunre Téngah, Nomor:
03/DLT/I/2004, Tenfang ’Pengeéahan Pengang?k’atan ‘Sekretaris
Desa An. Saudara MUH. IKRAM PAWELLANGj, tanggal 02-02-
2004; | |

Keputusan Kepala Desa Kaliba Mafnase, Nomor:

05/DK/V/2004, Tentang Pengesahan Pengaanatan Sekretaris

Desa An. Saudara ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;

Keputusan Kepala Desa Bonelemu Utara, Nomor:
03/DBU/NII/2004, 'I"entang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara ERNAWATI, tanggal 02—03-2iOO4;

Keputusan Kepala Desa Bonelemo Bara%t PALINRUNGI
ARSYAD, Nomor: 02/DBB/111/2004, Tentarj)g Pengesahan
Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ?YUSRA, tanggal
02-03-2004;

Keputusan Kepala Desa Papakaju M. .fJAFAR,’ Nomor:
01/DP/l/2004, Tentang Pengesahan Penganékatan Sekretaris
Desa An. Saudsra MASITA PASENGGONG, tanggal 07-01-
2004; | j

Keputusan . . .
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Desa An. Saudara HASRULLAH, tanggal D4-O3-i004;

31. Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomor::02IDGB/I/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004; ; ‘

32. Keputusan Kepala Desa Riwang Seliatan, Nomor:
02/DRS/1/2004, Tentang Pengesahan Penganglf(atan Sekretaris
Desa An. Saudara NURYADIN KAMRAN, tanggaf\l 12-01-2004;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Lukman. P, MM. Bm Pamas‘sangi
membuat serta menandatangani surat yang isinya tiﬁd’ak benar/palsu
dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. ﬁin Pamassangi
mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh jdué) Keputusan
Kepaia Desa tersebut, setelah itu saksi Drs. Lukrﬁan P, MM. Bin
Pamassangi secara bersama-sama dengan Terdak\j/va Yusuf, S.Pd.
M;Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi persyaratan Se_kdes
dapat diangkat menjadi Pegéwai Negeri Sipil (P;NS) yaitu saksi
Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersar‘:ha-sama dengan
terdakwa‘ Yusuf, S.Pd., MSi. Bin Latongan ;imembuat surat
pernyataan yang isinya tidak benar/paisu dan memajlsu tanda tangan
Kepala Desa, Camat, Kepala Badan Kepegawaian Diaerah kabupaten
Luwu yang seolah-olah surat pernyataan tersebdt ditandatangani

Kepala Desa, Camat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah

i
1

Kabupaten Luwu Drs. H. lbrahim Rawa, MM.| yang isi surat

pernyataan menyatakan seolah-olah 1. MUKTABAR, 2. MASDAR,
3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASI‘fA, 6. YUSRA,

7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR,; 9. ST. MASITA

PASENGGONG ...

|
|
1
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37



38

@y

,-
o

PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11.

. [ ARe
&,
%,
%

12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL 4
diangkat sebagai SEKDES sampai saat ini masiH melaksanakan
tugas secara nyata dan sah secara terus menerus seiaagai Sekretaris
Desa, dan selama menjadi Sekretaris Desa memili:ki disiplin serta
mempunyai  integritas yang tinggi padah‘él senyatanya
1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA.
MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWA'EI A. BACHTIAR,
9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 13,1‘ MUHAMMAD
ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL
bukan sebagai Sekretaris Desa serta Kepala Desa To'lajuk H. Kamal,
Kepala Desa Langkidi Imran, SH., Kepala Desa Pat;baresseng Amir
Abdullah, Kepala Desa Taba Mianto Pasisang: Kepala Desa
Bonelemo Barat Palingrungi Arsyad, Kepala Desa Wiwitan Timur
Arisman Nukka, Kepala Desa Limbong Ayyub Raqb, Kepala Desa
Bunga Eja Andi Suard, Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE,
Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, Kepala Desa
Pompengan Utara Rustam, Kepala Desa Buntu éasik Muh. Dais,
Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, camat Bajo Méchmud Kuseng,
BA, Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., Camat Bastem Rakhmat
Arifuddin, S.Sos., Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddil‘j'\, Camat Lamasi
Drs. Thamrin, ST., Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE.,
Camar Kamanre Hamid, SP., Camat Suli Bérat Drs. Jihad

Syarifuddin, Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., Camat Lamasi

Timur Sampe Minggu, BA., Camat Larompong Drs. Andi Syamsu,
M.Pd., serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu

Drs. H. Ibrahim Rawa tidak pernah menandatangani surat pernyataan

tersetiit. . .
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tersebut.

Bahwa ‘sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemer; g
Tahun 2007, yang bunyinya “Data Sekretaris Désa dan berkas
pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruﬁ a dan b oleh
BupatiWalikota kepada Menteri Dalam Negeri meilalu'i Gubernqr”,
berdasar ketentuan tersebut saksi Drs. Lukmarjw P, MM. Bin
Pamassangi bersama-sama dengan terdakwa Yusuf,§S.Pd., M.Si. Bin
latongan sepakat untuk membuat surat palsu, membuat tandatangan

palsu Bupati Lﬁwu H. A. Mudzakkar yakni :

1. Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/I/BPMPD ténggal 16 Maret
2009 yang tanda tangan Bupati Luwu yakni saksi H A. Mudzakkar
discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin;j Latongan dan
disimpan (save) menggunakan Komputer (Laptop)j‘.

2. Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 141/153/1I/BPMPD/ tanggal
16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu H A. Mudzakkar
discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bm Latongan dan
disimpan (save) menggunakan kombuter (Laptop)?.

3. Daftar nominatif usul tambahan formasi pengané_katan Sekretaris
Desa_ menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi kfblom penjelasan
pengangkatan dalam jabatan Sekretaris Desa yaf:ng tanda tangan

saksi H. A. Mudzakkar discan oleh Terdakwa Yujsuf, S.Pd., M.Si.

1
i

- Bin Latongan.
Bahwa kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pafmassangi secara
bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., MSI Bin Latongan

mengirim surat-surat yang isinya tidak benar sebégaimana terurai

diatas ke Kepala kantor Direktorat Pemberdayaaanasyarakat dan’

Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, s:etelah itu terbit

SKK ...
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SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi im
3. thzanuddin, 4 Palimbong, 5. Sultan 6. Badaruddln: bl
8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtlan 11. Muktabar,
12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar 17. Haerul

Salim, 18. M. unawan S4fii, 19 Nurhasnah, 20. lesam 21. Muh.

'Ans, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Hananto,_ 25. Muh.

" lkram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernavilati 28. Yusra,

29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andn Hidayat,

32. Nuryadin Kamran

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan
bersama-sama dengan saksi Drs.q Lukman P, MM. Bin Pamassangi
membuat surat yané tidak benar, memalsu { tanda tangan
sebagaimana terurai di atas merugikan pihak lain kjhususnya pihak-
pihak yang tanda} tangannya di palsu, yakni 1. Kep%lla Desa Bunga
Eja Andi Suardi, 2. Kepala Desa Pattedong Selatan If)amir, 3. Kepala
Desa Tobia Akmal, S.Ag., 4. Kepala Desa Pabﬁbaresseng Amir
Abdullah, 5. Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman,
6. Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, 7. Kepala Dc—.isa Ta'ba Mianto
Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais?Q. Kepala Desa
To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala Desa Langkidi lmran,iSH., 11. Kepala
Desa Pompengan Utara Rustam, 12. Kepala Des?a Buntu Tallang
Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka,
14. kepala Desa Bonelemo Barat Palingrungi Arsjyad. 156. Kepala
Desa Papakaju M. Jafa‘f, 16. Bupati Luwu H A. Mudzakkar,
17; Camat Latimojong Drs. A. ‘Madjid. AM, 18. Camét Bajo Machmud
Kuseng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM.;, 20. Camat Bajo

Barat Drs. Kamaruddin, 21. Camat Lamasi Drs Thamrin, ST.,

22 .
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22. Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam,

SN g

Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli Barat Drs. tha\E“Syahﬂi’ddm

25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., 26. Camat Ponrang

Selatan Uparuddin, SH., 27. Cémat Lamasi Timur :Sampe Minggu,

BA., 28. Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., 29. Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H Ibrahim Rawa.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pésal 263 ayat (1)

KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana.
ATAU
KEENMPAT :

Bahwa Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan jdengan Jabatan
sebagai Kepala sub Bidang Kelembagaan Desa kantor BPMD Kabupaten
Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi
dengan jabatan sebagai Kapala Badan Pemberdayaan Masyérakat dan Desa
(BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat pembina Kepega\&aian (dilakukan
penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau yang
turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut ?sehingga harus
dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang sudah
tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2609 atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan
Desa Sengan Kecamatn Belopa Kabupaen Luwu atau setidak-tidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Palopo dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-

olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kérugian, dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

Berawal . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Luwu

‘pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawal"z
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Ly

Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil : -

1.

Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat denagan sah sampai
dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakén tugas sampai
dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diéngkat langsung
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila memenuhi
persyaratan dan; ‘

Pasal 3 sebagai berikut :

a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Négara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845, dan
képada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;

c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak
pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hokum tetap; |

d. Sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah paling rendah
Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan |

e. Berusian paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada
15 Oktober 2005.

Serta persyaratan sebagaimana tercantum dalanfi halaman 6 dan

9 Lampiran | Peraturan Kepala Badan Kepeéawaian Negara

Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 Septembér 2007 tentang

Ketentuan palaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2007, yaitu :
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Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih
malaksanakan tugas secara terus menerus;sampai dengan
berlakunya Peraturan . pemerintah Nomor 4‘5 Tahun 2007,
Sekrdes" yang tidak dapat diangkat menjadi PN{S adalah Sekdes

yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004,

. Halaman 9 “foto copy surat.keputusan pengangkatan sebagai

sekdes yang disahkan oleh Pejabat Pembina KepegaWaian

atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah éamat.

5. Halaman 9 “Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa,

diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat

Pembina Kepagawaian atau pejabat lain yar;ig ditunjuk paling

rehdah eselon Il yang secara fungsional berténggung jawab di

bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang

1

bersangkutan Sekdes” :

1. Sejak diangkét sebagai sekdes sampaij dengan saat ini
m;asih melaksanakan tugas secara nyataj dan sah secara
terus menerus sebagai Sekdes; ‘

2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin 'serta mempunyai

integritas yang tinggi.

- Bahwa dari program tersebut terdapat lebih kurarjxg 32 (tiga puluh
dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasjri, 3. Ihzanuddin,
4. Palimbong, 5, Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdi‘a. 8. Ruslan
Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Mdktabar, 12. Sufii,
13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17 Haerul Salim,

18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksarh, 21. Muh. Aris,

22. ...
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22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Hari,anto,% .
Pawellangi, 26 Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28.f\
Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidajat, 32. Nuryadin
kamran.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut tidak dapat
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pésal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan
halaman 6 dan 9 Lampiran | Peraturan Kepala Bdan Kepegaian

Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007

halaman 6 dan 9, dikarenakan :

a. 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut samapai dengan tanggal

15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris Desa (SEKDES),
karena Desa-Desa tersebut belum ada; |
b. 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat :Pemyataan yang
dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketahui oleh Camat
dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pemb}na Kepegawaian
atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendaﬁ eselon I yang
secara fungsional bertanggung jawab di bidahg kepegawaian,
yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelémar: ------------
1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengén saat ini masih
melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus
menerus sebagai Sekdes.
2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai

integritas yang tinggi.

Baliwaa. ..
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Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun

2007 Tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaén
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 ha;laman 6 dan 9
tersebut saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi? sepakat dengan
terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membujat 32 (tiga puluh
dua) surat palsu yaitu berupa 32 (tiga puluh dué) “KEPUTUSAN
KEPALA DESA’ yang seolah-olah ada 32 (tiga pulhh dua) Kepala
Desa membuat serta menandatangani “KEPUTUSAN KEPALA
DESA’" yang isi KEPUTUSAN KEPALA DESA tersebgt adalah seolah-
olah 32 (tiga puluh dua) pelamar sebagaimana tersebut diatas adalah
benar menjadi Sekretaris Desa sebelum tanggal 15 Oktober 2004,

padahal saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dan Terdakwa

Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan tahu bahwa pada tahun 2004 tidak
ada : 1. Desa Bunga Eja, 2. Desa Pattedong Selatan, 3. Desa Tobia,
4. Pabbararesseng, 5. Desa Bassiang Timur, 6. Desa Limbong,
7. Desa Ta'ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Tod:dopuli, 10. Desa
Komba Selatan, 11. Desa Toklajuk, 12. Desa Taramatekkeng,
13. Desa Cimpu Utara, 14. Desa Kaladi Daruséalam, 15. Desa
Muhaijirin, 16. Desa Langkidi, 17. Desa Samuilang, 18 Desa Lewandi,
19. Desa Pompengan Utara, 20. Desa Salu Induk, 21. Desa Tallang,
22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan Timur, 24.fDesa Tibussang,
25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa Kaliba Mémase, 27. Desa
Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Barat, 29. Desa Papakaiju,
30. Desa Pompengan Tengah, 31. Desa Gandang batu, 32. Desa
Riwang Selatan. dan Desa-desa tersebut baru ad;a/terbentuk pada

ta l. ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45



46

tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana tercantum o, %Py
. h%égﬁ

E:b,

Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Luwu,

Peraturan Daerah Kabtjpaten Luwu Nomor 1 Tahun

setelah itu, terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan memalsu tanda

tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa dengan cara “menscan”

tanda tangah 32 (tiga puluh dua) Kepala Des‘a, memalsu nomor dan

tanggal surat, dengan perincian sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Desa Bunga Eja ANDI SUARDI, Nomor:
04/DBE/M/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Deéa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;

2. Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor:

03/DPS/I/2004, Tén_tang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004;

3. Keputusén Kepala Desa Tobia AKMAL, S.Ag, Nomor:
04/DT/11/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan S.ekretaris
Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004;

4. Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng AMIR ABDULLAH,

Nomor: 03/DP/1/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan

Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggal 05-02-2004;

5. Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur ANDI JAMAL BISMAN,

Nomor: 03/DBT/Il/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan
Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 04-02-2004;

6.- Keputusan Kepala Desa Limbong AYYUB RAUB., Nomor:

03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara BADARUDDIN, tanggal 01—04—2004;

7. Keputusan Kepala Desa TA'BA MIANTO PASISANG, Nomor:

05/DT/VIi/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris

Desa...
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Desa An. Saudara MASDIA, tanggal 03-07-200
Keputusan Kepala Desa Bubtu ?asik 3;‘,'or:
OZ/DBP/|12004,V Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004;
Keputusan Kepala Desa Toddopuli, Nomor: 04/DT/1/2004,
Tentang ‘Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara AKSIM, tanggal 04-02-2004;

Keputusan Képala Desa Komba Selatan, Nomor: 03/DKS/1/2004,

Téntang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.

Saudara SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2004;

Keputusan Kepala Desa Toklajuk H. KAMAL, Nomor:

02/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara MUKTABAR, tanggal 02-02-2004;

Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomor: 03/DT/11/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.

Saudara SUFII, tanggal 02-02-2004;

Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomor: 02/DCU/I/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara KAMARIA, tanggal 07-01-2004; |
Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam, Nomor:
03/DKD/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal 08-01-2004;

Keputusan Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/I/2004,
Tentang Pengésahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004;

Keputusan Kepala Desa Langkiidi IMRAN, SH., Nomor:

05/DL/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
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Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-20 -
Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor: E&ﬁ@%f@m
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004;

Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor: 03/DL/IV/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004;

Keputusan Kepala Desa Pompengan Uatara RUSTAM, Nomor:

03/DPU/IV/2004, Tentang  Pengesahan Pengangkatan

Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAH, tanggal 03-03-
2004;

Keputusan Kepala Desa Salu Induk, Nomor: 03/DS/11/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;

Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN, SE., Nomor:

03/DT/N/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004;

Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor: 03/DBT/IV/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;

Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARISMAN NUKKA,

Nomor: 05/DWT/111/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan
Sekretaris Desa An. Saudara FATMAWATI. A. BACHTIAR,
tanggal 05-04-2004;

Keputusan Kepala Desa Tibussang, Nomor: 03/DT/il/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.

Saudara ISMUNANDAR HARIANTO, tanggal 04-02-2004;
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25. Keputusan Kepala Desa Lamunre ahg, N
03/DLT/1/2004, Tentang Pengesahan Pengangka" Kret
Desa An. Saudara MUH. IKRAM PAWELLANGI, tanggal 02-02-
2004,

26. Keputusan Kepala Desa Kaliba Mamase, Nomor:
05/DK/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;

27. Keputusan Kepala Desa Bonelemu Utara, Nomor:
03/DBU/IIN/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara ERNAWATI, tanggal 02-03-2004;

28. Keputusan Kepala Desa Bonelemo Barat PALINRUNGI
ARSYAD, Nomor: 02/DBB/IIl/2004, Tentang Pengesahan

AvPengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YUSRA, tanggal
02-03-2004;

29. Keputusan Kepala Desa Papakaju M. JAFAR, Nomor:
01/DP/l/2004, Tentang Pehgesahah Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara MASITA PASENGGONG, tanggal 07-01-
2004;

30. Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah, Nomor:

03/DPT/I1/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatah Sekretaris

Desa An. Saudara HASRULLAH, tanggal 04-03-2004;

31. Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomor: 02/DGB/1/2004,
Tentang Péngesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.
Saudara ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004;

32. Keputusan Kepala Desa Riwang Selatan, Nomor:
02/DRS/1/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004;

Bahwaa. ...
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dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi

mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh dua) Keputusan
Kepala Desa tersebut, setelah itu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin
Pamassangi secara bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd.
M.Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi persyaratan Sekdes
dapat diahgkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) vyaitu saksi
Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan
Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat surat
pernyataan yang isinya tidak benar/palsu dan memalsu tanda tangan
Kepala Desa, Camat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Luwu yang seolah-olah surat pernyataan tersebut ditandatangani
Kepala Desa, camat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa, MM. yang isi surat
pernyataan menyatakan seolah-olah 1. MUKTABAR, 2. MASDAR,
3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA,
7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI! A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA
PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS,
12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL sejak
diangkat sebagai SEKDES sampai saat ini masih melaksanakan
tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris
Desa, dan selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta
mempunyai integritas yang tinggi padahal senyatanya 1. MUKTABAR,
2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA,
6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR,
9. ST. MASITAFASERSGGRBGLG] 01 0A DK ASBIML 11 TM VHKMIWADAD
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bukan sebagai Sekretaris Desa serta Kepala Desa To'lajuk

ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. Rué{;@ :
Kepala Desa Langkidi Imran, SH., Kepala Desa Pabbaresseng Amir
Abdullah; Kepala Desa Ta’ba Mianto Pasisang, Kepala Desa
Bonelemo Barat Palingrungi Arsyad, Kepala Desa Wiwitan Timur
 Arisman Nukka, Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, Kepala Desa
Bunga Eja Andi Suard, Kepala Desa Buntu Talléng Harwan, SE,
Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, Kepala Desa
Pompengan Utara Rustam, Képala Desa Buntu Pasik Muh. Dais,
Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, camat Bajo Machmud Kuseng,
BA, Camét Bua Drs. H Andi Muin, MM., Camat Bastem Rakhmat
Arifuddin, 8.Sos., Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, Camat Lamasi
Drs. -Thamrin, ST., Camat Wélenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE.,
Camar Kamanre Hamid, SP.,. Camat Suli Barat Drs. Jihad
Syarifuddin, Camat Ponrang- Selatan Uparuddin, SH., Camat Lamasi
Timur Sampe Minggu, BA., Camat Larompong Drs. Andi Syaméu,
M.Pd., _serta Kepéla Badan Kepegawaian Daerah Kabupafen Luwu
Drs. H. Ibrahim Rawa tidak pernah menandatangani surat pernyataan
tersebut. _

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2007, yang bunyinya “Data Sekretaris Desa dan berkas

pengangkatan sebagaimana. dimaksud pada huruf a dan b oleh

Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur”,
berdasar ketentuan tersebut saksi Drs. Lukman P, MM. Bin
Pamassangi. bersama-sama dengan' Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si.
Bin Iatohgan sepakat untuk membuat surat palsu, membuat.

tandatangan palsu Bupati Luwu H. A. Mudzakkar yakni : ~--—-—--—-----
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1. Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/IIIIBPMPD ta
2009 yang tanda tangan Bupati Luwu yékni saksi H. A "Mud r
discan oleh Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dan
disimpan (save) menggunakan Komputer (Laptbp).

2. Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 1417153/II/BPMPD/ tanggal
16 Maret 2009 yang tanda tangaﬁ Bupati Luwu H. A. Mudzakkar
discan oleh terdakwa Yusuf, -S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan
disimpan (save) menggunakan komputer (Laptop).

3. Darftaf nominatif usul tambahan formasi pengangkatan Sekretaris
Desa menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi kolom penjelasan
pengangkatan dalam jabatan Sekfetaris Desa yang tanda tangan

saksi H. A. Mudzakkar discan oleh Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si.

Bin Latongan.

‘Bahwa kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara

bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan

mengirim surat-surat yang isinya tidak benar sebagaimana terurai
diatas ke Kepala kantor Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, setelah itu terbit SK.
Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri,
3. lhzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia,
8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar,
12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharnf, 15. Yeni, 16. Masdar,
17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam,
21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto,
25. Muh. lkram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati,
28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri
Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.

Balws a. ..
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- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.§i_\(§ENnLa§éﬁ
. N A, A

> Pra 4

bersama—sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin i}é‘?n’éangi
yang de,ngan' sengaja memakai sur\at palsu atau yang dipalsukan
seolah-olah sejati sebagaimana terurai di atas merugikan pihak lain
khususnya pihak-pihak yang tanda tangannya di palsu, yakni
1. Kepala Desa Bunga Eja Andi Suardi, 2. Kepala Desa Pattedong
Selatan Damir, 3. Kepala Desa Tobia Akmal, S.Ag., 4. Kepala Desa
Pabbaresseng Amir Abdullah, 5. Kepala Desa. Bassiang Timur A.
Jamal Bismén, 6. Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, 7. Kepala Desa
Ta'ba Mianto Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais
9. Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala Desa Langkidi Imran,
SH., 11. Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, 12. Kepala Desa
Buntu Tallang Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman
Nukka, 14. Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrungi Arsyad,
15. Kepala Desa Papakaju M. Jafar, 16. Bupati Luwu H. A
Mudzakkar, 17. Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, 18. Camat
Bajo Machmud queng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM.,
20. Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, 21.. Camat Lamasi

Drs. Thamrin, ST., 22. Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu

‘ AIam, SE., 23. Camat Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli Barat

Drs. Jihad Syarifuddin, 25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos.,
26. Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., 27. Camat Lamasi Timur
Sampe Minggﬁ. BA... 28. Camat Larompong Drs. Andi Syamsu,
M.Pd., 29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu

" Drs. H. Ibrahim Rawa.
Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 263 ayat (2)
KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)
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KUHPidana.

\ %, Qo F
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam é‘ﬁ :

: 5

tertanggal 28 Maret 2013 NO.REG.PERK : PDM-216/R.4.13.7.3/Epp.2/11/

2012 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa YUSUF, S.Pd., M.Si BIN LATONGAN terbukti
bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membuat akta
otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan
sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh oraing lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 (1) ke-1
KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP dalam surat

dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF, S.Pd., M.Si BIN
LATONGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;

3. Barang bukti yang diajukan di persidangan befupa :

a. 1 ( satu ) Rangkap fotocopy Peraturan daerah Kab.Luwu Nomor 1
Tahun 2008 Tentang pembentukan Desa ~ desa baru dalam wilayah
Kab.Luwu.

b. Daftar usulan Tahap 3 ( Pengangkatan sekdes menjadi PNS Provinsi :
73 Sul-sel Kab.Luwu sebanyak 66 ( enam puluh enam ) Sekdes
kepada Biro Kepegawaian ).

c. Surat Bupati Luwu Nomor : 141 / 153 / lli / BPMD, Tanggal 16 Maret
2009 Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi
PNS Tahap-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian»DaIam
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Negeri.

d. Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan sekdes ténjadi«

Tahap — 3 Yang dibuat oleh pemda Kab.Luwu Ditembuskan Kepada
PMD DEPDAGRI.

. Daftar usul pengangkatan Sekdes menjadi PNS Prop. SUL-SEL

Kab.Luwu Sejumlah 66 ( enam puluh enam ) Nomor ; 26 / BK3 / V /
2009 Dari Departemen Dalam Negeri RI, Tanggal 02 November 2009
Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN ).

32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan Dany penetapan NIP
Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS Wilayah Kab.Luwu Provinsi
SUL-SEL Dari BKN. |

. 32 (tiga puluh dua) Formulir persetujuan Dan Penetapan NIP

Pengangkatan sekdes Menjadi PNS Model : D.I.A Biro Kepegawaian.

. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Négeri Nomor : 140.05-354 Tahun

2007 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Sekdeé menjadi
PNS Tahun Anggaran 2007.

1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan tata cara
pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS.

15 (lima belas) Rangkap berkas . Photocopy Sekretaris desa menjadi
PNS Usulan Tahap -3 Wilayah Kab.Luwu Provinsi Sulsel Yang telah

disahkan BKN Masing — masing milik :

= 1 (satu) rangkap milik Fatmawati Andi Bachtiar.

1 (satu) rangkap milik ST.MASITA PASENGGONG.

1 (satu) rangkap milik NURHASANAH.

1 (satu) rangkap milik SULTAN

= - 1 (satu) rangkap milik YUSRA.
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1 (satu) rangkap milik BADARUDDIN.

1 (satu) rangkap milik MASDIA.
= 1 (satu) rangkap milik ANDI KAS[M.I
= 1 .(satu) rangkap milik IHZANUDDIN.
= 1 (satu) rangkap milik HASRI.
= 1 (satu) rangkap milik PALIMBONG.
= 1 (satu) rangkap milik MUHAMMAD ARIS.
* 1 (satu) rangkap milik MUKTABAR.
= 1 (satu) rangkap milik MASDAR.
. 71 (satu) rangkap milik RUSLAN MARSAL.

k. Surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia nomor : B / 2944 / M.PAN / 9/ 2009 Tanggal 11 September
2009 Tenténg perubahan persetujuan prinsip tambahan formasi CPNS
daerah tahun 2009 kepada Bupati Luwu.

. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.21 /015 / BKD / 2010
Tanggal 29 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa
Menjadi PNS. V

m. 1 ( satu ) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L5-10 System Unit Model
No. PSL GQL 002001 dan serial No. 2A009207Q, warna hitam dengan
ukuran 14” ( Inch).

n. 1(Satu ) Unit Printer Merk CANON MP258.

o. Daftar nominative usul tambahan formasi pengangkatan sekertaris

- desa menjadi pegawai negeri sipil ( PNS ) Tahap-3 tanpa dilengkapi
dengan kolom- penjelasan pengangkatan desa dalam jabatan
-sekertaris desa tertanggal 16 maret 2009.

Tetap Ter'lampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp....
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Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Palopo telah menjatuhkan putusannya tertanggal 27 Mei 2013

No.580/Pid.BI2012/PN.PIp yang amarnya berbpnyi sebagai berikut : --------—

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF, S.Pd., M.Si. Bin LATONGAN telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Sebagai Perbuatan Berlanjut”
sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4,- Memerintahkan 4.agar barang bukti berupa :
a. 1 (satu) Rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah
Kab. Luwu ; |
b. ’Daftar usulan Tahap 3 (Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS
Provinsi : 73 Sulsel Kab. Luwu sebanyak 66 (enam puluh enam)
Sekdes kepada Biro Kepegawaian) ;
c. Surat Bupati Luwu Nomor : ‘14‘1/‘15‘371‘|‘IIVB'PM'D, tanggal 16 Maret 2009,
. Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS
tahap ke-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam
Negeri ;
d. Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa
menjadi PNS Tahap-3 yang dibuat oleh Pemda Kab. Luwu

ditembuskan kepada PMD Depdagri ;

Daftar. . . .
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dari Departemen Dalam Negeri R, tanggal 02 November 2009 kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;

32 (tiga | puluh- dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Wilayah Kab. Luwu
Provinsi Sulsel dari BKN ;

327 ttiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Pehetapan NIP
Pengahgkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Model : D.LA Biro
Kepegawaian ;

Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140-05-354 tahun
2007 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Sekretaris Desa
Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2007 ;

1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa Mehjadi Pegawai Negeri Sipil ;

15 (lima belas) rangkap berkas fotocopy Sekretaris Desa menjadi PNS

Usulan Tahap 3 Wilayah Kab. Luwu Provinsi Sulsel, yang telah

disahkan oleh pihak BKN, masing-masing milik :
= 1 (satu) rangkap milik FATMAWATI ANDI BACHTIAR;
1 (satu) rangkap milik ST. MASITA PASENGGONG;

» 1 (satu) rangkap milik NURHASANAH;
] | 1 (satu) rangkap miiik SULTAN;

= - 1 (satu) rangkap milik YUSRA;

= 1 (satu) rangkap milik BADARUDDIN;
» 1 (satu) rangkap milik MASDIA;

= 1 (satu) rangkap milik ANDI KASIM;
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= 1 (satu) rangkap milik IHZANUDDIN,;

= 1 (satu) rangkap milik HASRI;
e = 1 (satu) rangkap milik PALIMBONG;
= 1 (satu) rangkap milik MUHAMMAD ARIS;
= 1‘(satu) rangkap milik MUKTABAR,;
'« 1 (satu) rangkap milik MASDAR:
= 1 (satq) rangkap milik RUSLAN MARSAL;

k. Surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor : B/2944/M.PAN/9/2009 tangéal 11 September 2009
tentang Perubahan Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS
Daerah tahun 2009 kepada Bupati Luwu;

. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.21/015/BKD/2010 tanggal
29 Januari 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS;

m. Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan sekertaris desa
menjadi Pégawai Negeri Sipil (PNS) Tahap-3 tanpa dilengkapi dengan
kolom penjelasan-pengangkatan desa dalam jabatan sekertaris desa
tertanggal 16 Maret 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

n. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L5-10 system unit model
No. PSL GQL 002001 dan serial No. 2A099207Q, warna hitam dengan
ukuran 14.00” (inchi);

0. 1 (satu) unit printer merk CANON MP258;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Terdakwa;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang. .. ..
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Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding ya

N

Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masin“b“';"’— asing

pada tanggal 30 Mei 2013 oleh ANI BUNGA, SH.,MH. Panitera Pengajdilan
Negeri Palopo, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2013 dan kepada Penasihat

‘Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2013 masing-masing oleh MUH.

ALAUDDIN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ; ~~-——--—------

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
memori banding tertanggal 11 Juni 2013, diterima péda tanggal 12 Juni 2013
oleh YAKUB, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palopo dan telah
diserahkan / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal

13 Juni 2013 oleh MUH.‘ ALAUDDIN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan

Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum fidak mengajukan memori

banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan Vbandi.ng
tersebut dikiim ke Pengadilan Tinggi Makéssar, maka kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk

memeriksa berkas perkéranyarmasing-masing pada tanggal 12 Juli 2013 oleh

ANI BUNGA, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo ;
‘ Menimbang, bahwa permintaan akan pemériksaan tingkat
banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang

_diatur dalam Undang-undang, maka permintaan banding secara formal dapat

diterima ;

Meni e e
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Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa

banding pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : -- oL '-44?

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo kurang memperhatikan status
Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Kantor
BPMD Kabupaten Luwu yang dalam tugas sehari-harinya mendapat
petunjuk dan berintah atasan langsungnya yaitu LUKMAN P.
Di dalam méngurus semua kelengkapan persyaratan pengangkatan
32 SEKDES menjadi PNS Terdakwa mendapat‘arahan,' petunjuk dan
perintah LUKMAN P sebagai | atasannya.di depan persidangan
Drs. Lukman P, MM telah mehjelaékan bahwa semua yang dilakukan
oleh terdakwa YUSUF adalah atas petunjuk dan> perintah saya selaku
atasan langsungnya dan saya bertanggung jawab atas semuanya itu.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka seharusnya Terdakwa
terlindung dengan Pésal 51 KUHP dan seharusnya Terdakwa YUSUF
bebas dari tuntutan hukum.

2. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya semata-mata ingin
membantu br‘ang keluar dari pengangguran dan tidak ada orang yang
dirugikan dari saksi-saksi korban yang diperiksa tidak ada yang
keberatan atas dipalsukannya ténda tangannya.

Dari uraian tersebut di atas ;I'erdakwa harus dijatuhkan hukuman yang
lebih ringan dan hukuman sekarang.

3. Semua surat keputusan yang terbit atas 32 SEKDES telah dibatalkan
dan tidak berlaku lagi sampai sekarang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa harus diberi hukuman
yang lebih ringan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas akhirnya kami
mohon Majelis Hakim Pengaditan Tinggi Makassar dapat menjatuhkan

putusan ...
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g; 2P«
putusan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ata\h\r%‘ ihka

hukuman yang seringan-ringannya.

‘Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
PalOpO tertanggal 27 Mei 2013, No.581/Pid.B/2012/PN.Plp yang dimohonkan
banding tersebut beserta memori bandi‘ngl Terdakwa melalui Penasihat
Hukumnya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang

menyebutkan terbuktinya dakwaan alternatif pertama ;.

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi, atas putusan
Pengadilan Tingkat Pertama, perlu diperbaiki dalam penjatuhan pidana,
karena dalam diri Terdakwé masih ditefnukan hal-hal yang meringankan

yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, juga Terdakwa tidak ada menikmati

hasilnya, karena semata-mata untuk kelancaran persyaratan administrasi

dipenuhinya personal perluasan wilayah baru, juga tidak semata-mata
kesalahan Terdakwa, tetapi birokrasi yang tidak berjatan baik ; ------—-----—-—-

Sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka akan
menjadi nestapa sedemikian yang mendalam bagi Terdakwa beserta

keluarganya tidak menjadi baik bagi masa depan Terdakwa sebagai abdi

Negara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka terhadap
Terdakwa masih dépat dimungkinkan dijatuhi pidana bersyarat, sesuai
ketentuan pasal ketentuan pasal 14 a KUHP, yang dimaknai hukuman bagi
Terdakwa tidak semata-mata sebagai balas dendam, tetapi juga memberikan
pemulihan keadaan baik Terdakwa, korban maupun pihak yang dirugikan ; ——

Menimbang, bahwa dengan alasan hukum diatas, maka Pengadilan
Tingkat Pertama tersebut, akan diperbaiki sgpanjang mengenéi kwalifikasi

dan....
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Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, mS'\H?B"é'bani
pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ~—-——-—-—
Mengingat pésal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum

lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

e Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -
e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palopo
tanggal 27 Mei 2013 No.580/Pid.B/2013/PN.Plp yang
dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kwalifikasi
dan penjatuhan pidana sehihgga amar selengkapnya sebagai

berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Yusuf S.Pd M.Si Bin
Latongan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan
pemalsuan Surat autehthik sebagai perbuatan berlanjut ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

- Menetapkan‘ pidana tersebut tidak akan dijalankan,
kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam
putusan hakim karena Terpidana melakukan tindak

_pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh)

bulan berakhir ;

- Menetapkan barang bukti berupa :
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a. 1 (satu) Rangkap fotocopy Peratu &ﬁda@?

Kab.Luwu Nomor 1 Tahun 2008 xgt‘i’ﬁ;e;nféng
e pembentukan Desa — desa baru dalam wilayah
Kab.Luwu.

b. Daftar usulan Tahap 3 (Pengangkatan Sekretaris
Desa Menjadi PNS Provinsi : 73 Sulsel Kab. Luwu
sebanyak 66 (enam puluh enam) Sekdes kepada
Biro Kepegawaian).

¢. Surat Bupati Luwu Nomor :141/153/III/BPMD,
tanggal 16 Maret 2009, Perihal usul perbaikan data
sekdes yang akan diangkat menjadi PNS tahap ke-3
yang ditembuskan kepada PMD Kementerian
Dalam Negeri.

d.  Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan
Sekretaris Desa menjadi PNS Tahap-3 yang dibuat
oleh Pemda Kab. Luwu ditembuskan kepada PMD
Depdagri.

e. Daftar usul pengangkatan Sekretaris Desa menjadi
PNS Prov. Sul-Sel Kab. Luwu sejumiah 66 (enam
puluh enam) Nomor:26/BK3/V/2009 dari
Departemen Dalam  Negeri Rl, tanggal
02 November 2009 kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN).

f. 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan
Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa
menjadi PNS Wilayah Kabu. Luwu Provinsi SulSel
dari BKN. |

32....
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menjadi PND Model :D.1.A Biro Kepegawaian.

Fotocopy'Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
:140.05-354 tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim
Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai
Negeri Sipil Tahun Anggaran 2007.»

1(satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah
Republik indonesia Nomor : 45 Tahun 2007 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan
Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
15(lima belas) rangkap berkas fotocopy Sekretaris
Desa menjadi PNS Usulan Tahap 3 Wilayah Kab.

Luwu Provinsi Sulsel, yég telah disahkan oleh pihak

BKN, masing-masing milik :

03
<

1(satu) rangkap milik FATMAWATI ANDI
BACHTIAR;

% 1(satu) rangkap milik ST. MASITA
PASENGGONG;

% 1(satu) rangkap milik NURHASANAH:

2
°%*

1(satu) rangkap milik SULTAN;

N0
0.0

1(satu) rangkap milik YUSRA;

1(satu) rangkap milik BADARUDDIN;

R
0.0

02
L

1(satu) rangkap milik MASDIA;

02
0.0

1(satu) rangkap milik ANDI KASIM;

¢
L od

1(satu) rangkap milik IHZANUDDIN;

3

1(satu) rangkap milik HASRI;
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1(satu) rangkap milik MUHAMMAD ARIS;

K
o<

2
0.0

1(satu) rangkp milik MUKTABAR;
1(satu) rangkap milik MASDAR;

K2
0’0

*,
L]

1(satu) rangkap milik RUSLAN MARSAL,;

Surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor
:B/2944/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2009
tentang Perubahan Persetujuan Prinsip Tambahan
Formasi CPNS Daerah tahun 2009 kepada Bupati
Luwu.

Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor
:821.21/015/BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010
tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi
PNS.

Daftar nominatif usul tambahan formasi
pengangkatan sekretaris desa menjadfi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Tahap-3 tanpa dilengkapi
dengan kolom penjelasan pengangkatan desa
dalam jabatan sekertaris desa tertanggal 16 Maret
2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1(satu) unit laptop merk TOSHIBA Satelite L5-10
system unit model No.PSL GQL 002001 dan serial
No0.2A099207Q, warna hitam dengan ukuran 14.00"
(inchi). |

1(satu) unit printer merk CANON MP258.

Dikembaiikan......
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Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu.

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal
27 November 2013 oleh kami H. SUDIRMAN HADI, SH. Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO TUNGGUL -
PRIBADI, SH. dan SUHARDJONO, SH.,MH. adalah Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim

ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota
dan panitera pengganti SITTI SOHRA HANNAN, SH. tanpa dihadiri oleh

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd ttd

EKO TUNGGUL. PRIBADI, SH. H.SUDIRMAN HADI, SH.
ttd

SUHARDJONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

. UNTUSHNAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA ttd

SITTI SOHRA HANNAN SiH.

EAHABUDDIN SAMAD, SH
# JHIP. 040 044 959
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